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[bookmark: _Toc221690132]ABSTRAK
Dina Juliana, Pengaruh Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi di Indonesia Periode 2019-2024. Dibimbing oleh Ferry Diyanti. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di bursa efek indonesia Periode 2019-2024. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana diperoleh 84 data dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan koneksi politik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi periode 2019-2024.
Kata kunci: Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Koneksi Politik, Penghindaran Pajak.


[bookmark: _Toc221690133]ABSTRACT
Dina Juliana, The Effect of Company Age, Sales Growth, and Political Connections on Tax Avoidance in Indonesian Energy Sector Companies for the 2019-2024 Period. Supervised by Ferry Diyanti. This study aims to examine the effect of company age, sales growth, and political connections on tax avoidance in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2024 period. In determining the sample, this study employed a purposive sampling method, obtaining 84 observations from energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2024 period. The data used in this study are secondary data, and hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that company age has a significant negative effect on tax avoidance. Sales growth has a significant positive effect, while political connections have a positive but non-significant effect on tax avoidance in energy sector companies for the 2019-2024 period.
Keywords: Company Age, Sales Growth, Political Connection, Tax Avoidance.
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[bookmark: _Toc221690139]Latar Belakang
Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara Indonesia yang digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Meskipun penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahun, realisasi penerimaannya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan karena masih adanya Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang belum patuh dalam membayarkan beban pajaknya (Purnamasari & Yuniarwati, 2024). 
Tabel 1.1 Data Pajak di Indonesia (dalam triliun rupiah)
	Tahun
	Target Pajak
	Realisasi Pajak
	Capaian (%)
	Total Pendapatan Negara
	Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak/Total Pendapatan Negara (%)

	2019
	1.332,67
	1.332,67
	100%
	2.135,1
	62,4%

	2020
	1.198,8
	1.072,11
	83,9%
	1.647,8
	64,9%

	2021
	1.229,6
	1.278,63
	100,19%
	2.011,3
	61,3%

	2022
	1.485,1
	1.716,77
	115,6%
	2.630,1
	65,3%

	2023
	1.818,3
	1.869,23
	102,8%
	2.637,2
	70,9%

	2024
	1.988,9
	1.932,4
	97,2%
	2.842,5
	68,0%


Sumber: Kemenkeu, 2019-2024
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian penerimaan, pajak memiliki penerimaan dengan porsi yang besar jika dibandingkan sektor lain. Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.332,67 triliun atau sekitar 62,4% dari total pendapatan negara sebesar Rp2.135,1 triliun. Pada tahun 2020, proporsi penerimaan pajak meningkat menjadi 64,9% dengan realisasi Rp1.070,0 triliun dari total pendapatan Rp1.647,8 triliun, meskipun mengalami penurunan secara nominal akibat dampak pandemi. Tahun 2021 menunjukkan stabilisasi dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun atau 61,3% dari pendapatan negara Rp2.011,3 triliun. Pemulihan ekonomi yang lebih kuat terjadi pada 2022, di mana penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun, berkontribusi sebesar 65,3% terhadap total pendapatan Rp2.630,1 triliun. Tren ini berlanjut hingga 2023, di mana realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,23 triliun mencerminkan 70,9% dari total pendapatan negara yang mencapai Rp2.637,2 triliun. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun mencapai 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun. Angka ini berkontribusi sebesar 68,05% dari total pendapatan negara yang mencapai Rp2.842,5 triliun, melampaui target APBN 2024.
Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal dengan tidak melanggar peraturan pemerintah (Marzad et al., 2023). Berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion) yang merupakan upaya ilegal perusahaan untuk mengurangi pajak, penghindaran pajak dilakukan dengan mencari dan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan (Nathania et al., 2021).
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia untuk negara dengan kekayaan sumber daya geologi terbesar (Khoirul M, 2023). Secara global Indonesia menduduki peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi nikel, dan peringkat ke-6 untuk produksi emas di seluruh dunia.  Selain itu, Indonesia adalah eksportir batubara terbesar di dunia (ESDM, 2023; USGS, 2024). Potensi yang besar ini seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara.
Kontribusi penerimaan pajak dari sektor energi mengalami penurunan, baik secara persentase maupun absolut. Hal ini sangat disayangkan mengingat besarnya potensi sumber daya energi di Indonesia. Salah satu kasus penghindaran pajak paling menonjol baru-baru ini adalah kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2022 melibatkan oknum PT Timah Tbk. dan sejumlah pengusaha smelter swasta, yang secara efektif menciptakan skema penambangan dan perdagangan ilegal berkedok legalitas semu. Modus utama korupsi ini adalah penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi milik PT Timah. Pihak swasta, melalui perusahaan cangkang, melakukan penambangan timah ilegal di area IUP PT Timah. Untuk memutihkan hasil timah ilegal tersebut, oknum direksi PT Timah menyepakati kerja sama fiktif dengan perusahaan swasta, sehingga hasil tambang ilegal dapat dijual kembali ke PT Timah dengan harga yang dimanipulasi, seolah-olah berasal dari operasional yang sah. Skema ini diperkuat dengan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) pengangkutan fiktif dan transaksi pencucian uang yang disamarkan sebagai biaya Corporate Social Responsibility (CSR) fiktif, yang tujuan akhirnya adalah menyalurkan keuntungan ilegal kepada para pelaku dan oknum yang terlibat, menunjukkan adanya kegagalan tata kelola (governance failure) yang sistematis di tubuh BUMN.
Dampak dari skema korupsi ini menimbulkan kerugian yang dikategorikan sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Tipikor Indonesia, menembus angka ratusan triliun rupiah. Berdasarkan hasil audit, kerugian negara tidak hanya dihitung dari aspek kerugian keuangan (yang terkait dengan manipulasi harga dan royalti) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4,2 triliun, tetapi juga dari aspek kerugian ekonomi lingkungan (eksternalitas negatif). Kerugian lingkungan ini dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk memulihkan kerusakan alam akibat aktivitas penambangan ilegal yang masif di kawasan hutan dan non-hutan di Bangka Belitung. Secara total, gabungan kerugian keuangan dan kerugian ekonomi lingkungan (dengan biaya pemulihan) ditaksir mencapai lebih dari Rp264,5 triliun. Angka fantastis ini menjadikan kasus Timah sebagai fenomena penting dalam studi Tipikor, karena menunjukkan bahwa dampak korupsi BUMN dapat meluas dan menghancurkan sumber daya alam, yang pada akhirnya harus ditanggung oleh negara dan masyarakat dalam jangka panjang.
Skema korupsi dalam tata niaga timah secara inheren menciptakan celah yang sangat besar untuk praktik penggelapan pajak (tax evasion) pada tingkat individu dan perusahaan. Di tingkat individu, keuntungan ilegal yang diperoleh para oknum dan pengusaha dari manipulasi pembelian timah (disamarkan melalui skema CSR fiktif) merupakan penghasilan tambahan yang hampir dipastikan tidak akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Pribadi. Tindakan ini secara langsung dikategorikan sebagai penggelapan pajak. Sementara itu, di tingkat perusahaan, perjanjian kerja sama fiktif dan transaksi mark-up harga yang digunakan untuk memutihkan timah ilegal oleh perusahaan swasta (smelter) berpotensi melibatkan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) atau bahkan penggelapan pajak PPh Badan. Transaksi fiktif atau yang nilainya digelembungkan tersebut dicatat sebagai biaya operasional atau biaya CSR, yang bertujuan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Selain itu, penggunaan perusahaan cangkang (shell companies)—yang dicurigai terlibat dalam alur transaksi—adalah modus klasik untuk mengaburkan asal-usul dana dan memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah (treaty shopping atau transfer pricing), yang merupakan bentuk canggih dari penghindaran pajak lintas batas.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, terutama pada sektor energi. Adapun faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan koneksi politik. Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan telah berdiri dan menjalankan kegiatan operasionalnya, dihitung sejak tahun berdiri hingga tahun penelitian. Perusahaan yang lebih lama berdiri biasanya memiliki pengalaman dalam mengelola aktivitas bisnis dan lebih memahami regulasi perpajakan. Umur perusahaan tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga lamanya perusahaan beroperasi tidak dapat dijadikan jaminan atas tingkat kepatuhan pajaknya (Darma, 2021). Meskipun demikian, perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih stabil dan mampu merumuskan strategi fiskal, termasuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan secara legal untuk menekan beban pajak. Umur perusahaan dapat berpengaruh dalam penghindaran pajak, walaupun pengaruh tersebut tidak selalu konsisten secara statistik (Dewinta & Setiawan, 2016). Perbedaan pengaruh ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti variasi dalam struktur tata kelola, budaya organisasi, serta tekanan eksternal dari otoritas pajak dan opini publik. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, umur perusahaan tetap menjadi variabel penting untuk diteliti dalam konteks penghindaran pajak khususnya pada sektor energi yang memiliki kompleksitas biaya dan beban regulasi perpajakan yang tinggi.
Pertumbuhan penjualan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan dan juga memiliki potensi pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Khomsiyah et al. (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan secara berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh laba yang besar dan memiliki kemampuan lebih baik untuk melakukan pembayaran pajak. Namun, penelitian Sawitri et al. (2022) bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya sebab pertumbuhan penjualan menggambarkan baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan dalam perusahaan dan dalam baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan tersebut bisa dilihat dari seberapa besar laba yang akan didapatkan dari besarnya pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat memprediksi besar laba yang akan didapatkan.
Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Ng & Phie (2020) menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik. Koneksi politik didefinisikan sebagai keberadaan anggota dewan direksi atau komisaris yang memiliki hubungan dengan partai politik atau anggota parlemen, yang memungkinkan perusahaan memperoleh akses istimewa terhadap kebijakan pemerintah, perlindungan dari risiko pemeriksaan pajak, dan kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal. Penelitian Kurniasari & Setiawati (2024) menemukan bahwa koneksi politik tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Analisis laporan keuangan penting untuk memprediksi potensi tersebut, dan perusahaan perlu menyeimbangkan hubungan politik dengan pengelolaan risiko pajak. Koneksi politik berlebihan tidak otomatis meningkatkan risiko penghindaran pajak.
Masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Penurunan kontribusi pajak dari sektor energi, meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang besar, mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang signifikan di sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh umur, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
[bookmark: _Toc221690140]Rumusan Masalah
Berlandaskan uraian pada latar belakang, perumusan masalah pada penelitian yakni: 
1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah koneksi politik dapat mempengaruhi penghindaran pajak?
[bookmark: _Toc221690141]Tujuan Penelitian
Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, berikut tujuan dari riset ini ialah:
1. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
[bookmark: _Toc221690142]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud seperti berikut : 
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan kontribusi tambahan mengenai pengetahuan akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini juga memperkuat dan mengaplikasikan Agency Theory, yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen (agen) dan pemerintah melalui otoritas pajak (principal). Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait penerapan Agency Theory dalam studi perpajakan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi perpajakan yang sesuai dengan regulasi, serta membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi konsultan pajak dan investor dalam mengevaluasi risiko fiskal perusahaan.
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[bookmark: _Toc221690146]Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen & Meckling (1976) menjelaskan Agency Theory merupakan suatu ikatan kontrak kerja yang sah diantara kedua belah pihak yakni pemerintah melalui otoritas pajak (prinsipal) dan manajemen (agen). Seringkali hal seperti itu terjadi karena ada kepentingan yang berbeda. Jika keduanya mempunyai intensi yang selaras, agen nantinya melaksanakan perintah prinsipal. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal muncul dari asimetri informasi, situasi di mana masing-masing pihak memiliki informasi yang belum diungkapkan atau telah diungkapkan kepada pihak lain. 
Asimetri informasi dapat terjadi karena pemisahan fungsi manajemen dan kepemilikan dalam sumber yang dapat menyebabkan perbedaan tujuan antara managemen (agen) dan pemerintah melalui otoritas pajak (prinsipal). Karena ketidak konsistenan informasi, prinsipal mendiskreditkan agen sehingga agen diawasi, seperti mengawasi penyusunan laporan keuangan. Agen menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab, dan ketika agen membuat keputusan yang buruk, perusahaan akan mengalami kerugian. Kerugian ini mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan akibatnya perusahaan menghadapi kesulitan keuangan (Finishtya, 2019).
Kondisi ini juga dapat memberikan ruang bagi perilaku manajerial tertentu, seperti penghindaran pajak, yang masih berkaitan erat dengan teori keagenan. Teori keagenan penghindaran pajak dapat terjadi ketika posisi pemangku kepentingan yang andil dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan dan keperluan yang berbeda secara fundamental. Masalah keagenan muncul ketika pemimpin perusahaan ingin melakukan pembayaran pajak yang efektif untuk menghasilkan keuntungan melalui penghindaran pajak sesuai dengan peraturan pajak. Namun, inilah yang dilakukan pemerintah, terlepas dari apakah metode yang digunakan untuk membayar pajak secara efisien bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan (Kusumastuti, 2018).
Penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik. Menurut teori keagenan, seiring bertambahnya umur perusahaan, agen (manajemen) memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami sistem perpajakan dan memanfaatkan celah hukum (loopholes) untuk kepentingan efisiensi pajak, termasuk penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Putri & Wibisono (2019) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih tua memiliki potensi lebih besar dalam melakukan tax avoidance karena telah memiliki sistem dan strategi perpajakan yang lebih mapan.
Namun, di sisi lain, umur perusahaan juga dapat menimbulkan efek sebaliknya. Menurut Darussalam & Septriadi (2017), perusahaan dengan umur yang lebih tua memiliki kecenderungan untuk lebih patuh terhadap peraturan pajak karena ingin menjaga reputasi dan menghindari risiko sanksi administratif atau kerugian reputasi dari ketidakpatuhan.
Selain faktor umur perusahaan pertumbuhan penjualan dan koneksi politik juga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut  Asana (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur. Ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dengan peningkatan penjualan cenderung menggunakan strategi tax avoidance lebih agresif. Begitu juga dengan Guntara & Sari (2021) juga menemukan bahwa pertumbuhan penjualan secara signifikan mempengaruhi tingkat tax avoidance, terutama pada perusahaan besar yang memiliki sarana sumber daya internal lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Berdasarkan penelitian Az’ari & Lastiati (2022) menyampaikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance, di mana perusahaan dengan hubungan politik lebih tinggi cenderung memiliki tingkat tax avoidance yang lebih besar 
[bookmark: _Toc221690147]Umur Perusahaan
Umur perusahaan merupakan jangka waktu sejak perusahaan didirikan hingga tahun pengamatan penelitian. Umur ini mencerminkan tingkat kematangan operasional, pengalaman manajerial, dan kestabilan usaha dalam menghadapi dinamika bisnis. Semakin lama perusahaan beroperasi, semakin besar kemungkinannya memiliki sistem pengendalian internal dan strategi bisnis yang matang, termasuk dalam merespons kebijakan perpajakan (Dewinta & Setiawan, 2016).
Perusahaan dengan umur Panjang diyakini memiliki keunggulan dalam hal pemahaman terhadap regulasi perpajakan serta kemampuan menyusun perencanaan  pajak yang efisien. Hal ini dapat membuka peluang untuk memanfaatkan celah hukum dalam sistem perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam beberapa kasus, umur perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa lamanya waktu beroperasi tidak selalu menjamin tingginya atau rendahnya kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak (Darma, 2021). Oleh karena itu, variabel umur perusahaan tetap perlu diteliti lebih lanjut khususnya dalam sektor energi yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara namun juga berpotensi tinggi terhadap praktik penghindaran pajak.
[bookmark: _Toc221690148]Pertumbuhan Penjualan
Pertumbuhan penjualan yakni perhitungan penambahan atau pengurangan penjualan yang dilakukan perusahaan setiap tahunnya. Untuk mengetahui nilai pertumbuhan penjualan perusahaan dapat mengukur penjualan ditahun ini dikurangkan dengan penjualan ditahun sebelumnya, selanjutnya dibagi dengan penjualan tahun lalu (Mahanani et al., 2017). Pertumbuhan yang meningkat dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beroperasi lebih banyak, begitu pula sebaliknya (Fadjarenie & Anisah, 2016).
Pertumbuhan penjualan merupakan komponen penting dalam manajemen modal kerja. Ketika perusahaan meningkatkan penjualannya, asetnya juga meningkat. Pertumbuhan penjualan yang diperoleh dapat diprediksi melalui keuntungan perusahaan. Perusahaan bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan melihat dan memperhatikan penjualan ditahun lalunya (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Suweta & Dewi (2016) pertumbuhan penjualan yang maksimum atau stabil berefek bagi keuntungan perusahan. Itu sebabnya penetapan struktur modal menjadi pertimbangan dalam manajemen. Tingginya tingkat penjualan menunjukkan bahwa aset dan modal yang dikelola semakin besar, yang berarti bahwa celah untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar (Dewi & Hidayat, 2024). Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan ialah total perbedaan antara penjualan tahun berjalan dengan penjualan ditahun sebelumnya. Tingkat penjualan akan makin tinggi bila volume penjualannya pula tinggi. Diberagam komplikasi, perusahaan dominan menetapkan target penjualan yang lebih agresif setiap tahunnya untuk memastikan tidak terdapat penurunan penjualan. Penjualan yang lebih besar nantinya meningkatkan profit perusahaan. Pertumbuhan penjualan secara langsung memengaruhi laba dan pajak perusahaan.
[bookmark: _Toc221690149]Koneksi Politik
Koneksi Politik merupakan fenomena yang meluas di negara-negara berkembang dan efek dari transisi mereka telah banyak menarik riset yang berkembang. Perusahaan dapat dikategorikan memiliki koneksi politik apabila setidaknya salah satu pimpinan perusahaan, pemegang saham pengendali, atau kerabatnya pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota legislatif, menteri, atau memiliki hubungan erat dengan politisi maupun partai politik. Definisi ini menegaskan bahwa koneksi politik tidak hanya terbatas pada keterlibatan langsung individu dalam jabatan publik, tetapi juga mencakup hubungan tidak langsung yang berpotensi memengaruhi kebijakan dan perlakuan pemerintah terhadap perusahaan (Faccio, 2006). Patriarini (2020) menyatakan bahwa perusahaan memiliki koneksi politik ketika pemegang saham utama, komisaris, dewan direksi, atau anggota partai politik memiliki hubungan dekat dengan politisi.  Suryadi et al. (2024) mengatakan bahwa koneksi politik dapat mencakup orang-orang dengan latar belakang politik yang terlibat dalam struktur perusahaan. Ini juga dapat mencakup kepemilikan saham oleh pemerintah atau hubungan dengan pejabat publik. Mereka menemukan bahwa hubungan politik memengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
 Oleh karena itu, koneksi politik dapat didefinisikan sebagai hubungan dekat antara perusahaan dan pemerintah yang mempengaruhi kemudahan akses dan keberlangsungan aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan yang dengan koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif melakukan tax planning yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan. Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah (Kim & Zhang, 2016).
[bookmark: _Toc221690150]Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak merupakan sebuah upaya dalam meminimalkan pembayaran pajak, dengan memanfaatkan celah pajak seperti pembebasan, pengurangan, dan penanguhan pajak berdasarkan aturan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). 
Dari perspektif manajemen pajak, penghindaran pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan dan diterapkan oleh wajib pajak secara legal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar.  Hal ini dicapai melalui penggunaan celah hukum, ketentuan yang tidak jelas, atau berbagai insentif pajak yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.  Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan atau individu tanpa melanggar hukum, sehingga meningkatkan profitabilitas dan efisiensi keuangan (Waluyo, 2019). 
(Mardiasmo, 2016) menjelaskan penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi biaya pajak dengan cara tidak melalaikan aturan dan hukum. Penghindaran pajak ialah cara dan metode yang dipraktikkan dengan cara aman dan otentik untuk wajib pajak sebab tidak melawan aturan dan undang-undang pajak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penghindaran pajak yakni setiap cara atau langkah yang diterapkan untuk meminimalkan atau memperkecil total utang pajak kepada wajib pajak yang tidak melalaikan aturan hukum pajak sekarang ini.
Sesuai yang sudah diterangkan diatas, penghindaran pajak merupakan tindakan memperkecil atau mengurangi total pajak yang mesti dilunasi dibayar oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan di Indonesia. Penghindaran pajak menjadi pro kontra yang rumit dan unik karena dapat dikatakan diizinkan dan tidak diizinkan. Walaupun begitu beberapa ahli mengatakan penghindaran pajak bisa dilaksanakan dengan cara aman dan otentik serta tidak melanggar peraturan pajak.
[bookmark: _Toc221690151]Penelitian Terdahulu
Untuk memperkuat penelitian ini dibutuhkan poin-poin penting yang secara empiris memiliki pokok permasalahan yang sama dari penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa riset terdahulu dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	[bookmark: _Hlk201235633]No.
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Asadanie & Venusita (2020)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen: Koneksi Politik
	Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

	2
	Juliana et al. (2020)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen:
1. Intensitas Modal
2. Pertumbuhan Penjualan
3. CSR
	1. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
3. CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

	3
	Ng & Phie (2020)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen:
1. Corporate governance
2. Political connection

Variabel Intervening:
Nilai Perusahaan
	1. Corporate governance memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.
2. Political connection memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.
3. Tax avoidance memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Tax avoidance tidak berperan dalam memediasi pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan.
5. Tax avoidance berperan dalam memediasi pengaruh political connection terhadap nilai perusahaan.


Bersambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	4
	Darma (2021)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen:
1. Kompensasi Manajemen
2. Umur Perusahaan
Pertumbuhan Penjualan
	1. Kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

	5
	Khomsiyah et al. (2021)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen:
1. Profitabilitas Perusahaan
2. Tata Kelola Perusahaan
3. Leverage Perusahaan
4. Ukuran Perusahaan
5. Pertumbuhan Penjualan
	1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Tata Kelola Perusahaan yang merupakan proksi Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan
3. Tata Kelola Perusahaan yang merupakan proksi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
4. Tata Kelola Perusahaan yang merupakan proksi Komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
5. Leverage (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
6. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
7. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	6

	Sawitri et al. (2022)
	Variabel Dependen: 
Tax Avoidance

Variabel Independen:
1. Profitabilitas
2. Sales Growth
3. Firm Size
4. Political Connection
	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance
2. Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
3. Firm Size memberikan hubungan negatif terhadap Tax Avoidance
4. Political Connection tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance


Bersambung ke halaman berikutnya
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	No.
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	7
	Manihuruk & Novita (2023)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen
1. Koneksi Politik
Kepemilikan Institusional
	1. Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

	8
	Muthmainah & Hermanto (2023)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen
1. Likuiditas
2. Profitabilitas
3. Kebijakan Utang
4. Pertumbuhan Penjualan

	1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
3. kebijakan utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
4. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

	9
	Noviyanti Dewi, Wahyu Nurul Hidayati (2023)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen : 
1. Manajemen Laba
2. Sales Growth
3. Transfer Pricing
4. Umur Perusahaan
	1. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Sales  growth berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak
3. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Umur   perusahaan   berpengaruh   terhadap   penghindaran   pajak

	10
	Tjahyadi & Carolina (2024)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen: 
Koneksi Politik

	Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

	11
	[bookmark: _Hlk203508117]Dilla Rania, Putri Sumantri, dan Yuniarwati (2024)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen :
1. ROA
2. Umur Perusahaan
3. Ukuran Perusahaan

	1. ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak


Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	12
	Aldha Nava Pratiwi, Listyorini Wahyu Widati (2024) 
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen : 
1. Ukuran Perusahaan
2. Umur Perusahaan
3. Pertumbuhan Penjualan
4. Kepemilikan Manajerial

	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

	13
	Yuli Andriyani, Syamsul Mu’arif (2024)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen : 
1. Pertumbuhan Penjualan
2. Umur Perusahaan
3. Kepemilikan Institusional
	1. Pertumbuhan    penjualan    secara parsial berpengaruh    terhadap tax    avoidance
2. Umur perusahaan secara parsial berpengaruh    terhadap tax    avoidance
3. Kepemilikan   institusional   secara   parsial tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance

	14
	Kurniasari & Setiawati (2024)
	Variabel Dependen: 
Penghindaran Pajak

Variabel Independen
1. Gender
2. Koneksi Politik
	1. Gender berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

	15
	Gracia Chou Vani, Amelia Sandra, Moryessa Brandinie, Rizka Indri Arfianti (2025)
	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Variabel Independen :
1. Umur Perusahaan
2. Kebijakan Hutang
3. Kualitas audit
	1. Umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak
2. Kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak
3. Kualitas  audit  memiliki  pengaruh  terhadap  indikasi  penghindaran  pajak


Sumber: Data diolah (2025)
[bookmark: _Toc221690152]Kerangka Konseptual
Pajak sangat besar peranannya untuk kemajuan perekonomian sebagai bagian dari penerimaan negara, pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa penerimaan pajak terus tumbuh dan realisasinya memenuhi target yang telah ditentukan. Namun, hal ini tidak sesuai yang diinginakan perusahaan, karena perusahaan memandang laba yang diperoleh menjadi berkurang sebab harus membayar pajak. Oleh karena itu penghindaran pajak menjadi langkah sebagai pengurang biaya pajak yang dilunasi badan usaha, dengan aman atau tidak aman, dengan digunakan banyak celah, maka semakin agresif dengan penghindaran pajak.
[bookmark: _Hlk204106555]Berdasarkan agency theory, hubungan antara prinsipal dan agen terbentuk ketika prinsipal (pemerintah melalui otoritas pajak) memberikan kepada agen (manajemen perusahaan) wewenang untuk mengelola sumber daya perusahaan, termasuk membuat keputusan yang memengaruhi kewajiban pajak. Adanya kepentingan yang berbeda dintara keduanya yaitu pemerintah menginginkan kepatuhan terhadap aturan pajak, sementara manajemen perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan laba sehingga menimbulkan konflik kepentingan. kemudian agen tidak lagi bekerja berlandaskan harapan prinsipal dan cenderung memanfaatkan celah yang ada, seperti menghindari pajak dan mengakibatkan asimetri informasi. Berdasarkan paparan yang diuraikan, dibuatlah gambaran mengenai penelitian ini dalam kerangka konsep sebagai berikut:
[image: ]
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah (2025)

[bookmark: _Toc221690153]Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
Umur suatu perusahaan adalah ukuran dari pengalaman operasional dan kematangan manajemen suatu perusahaan, dihitung dari tahun didirikannya perusahaan hingga tahun penelitian.  Perusahaan yang sudah lama beroperasi biasanya memiliki sistem internal yang lebih mapan, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi perpajakan, dan sumber daya yang cukup untuk merancang strategi penghindaran pajak yang legal (Dewinta & Setiawan, 2016).
Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemerintah (prinsipal) seringkali mendorong manajer untuk melakukan strategi efisiensi biaya, seperti penghindaran pajak, untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Perusahaan yang berumur lebih tua mungkin telah mengalami berbagai perubahan regulasi pajak dan lebih mampu mengeksploitasi celah peraturan secara legal (Darma, 2021). 
Penelitian tersebut selaras dengan V. R. Putri & Putra (2017) yang mendapatkan hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan penelitian dari Gracia et al. (2025) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebab semakin lama suatu perusahaan berdiri maka praktik penghindaran pajak semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang sudah lama beroperasi memiliki pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibuat ialah:
H1: umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak
Pertumbuhan penjualan mengacu pada peningkatan penjualan suatu produk selama periode tertentu. Tingkat pertumbuhan yang dihitung dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi perkembangn penjualan perusahaan (Cahyo & Napisah, 2023). Pertumbuhan penjualan penting untuk mengukur kinerja dan performa tim sales, sebagai faktor penentu strategi business development dan perencanaan bisnis kedepannya. 
Agency theory menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh managemen perusahaan (agen) bisa terjadi bilamana pertumbuhan penjualan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan peningkatan pertumbuhan penjualan dengan sendirinya akan mencerminkan peningkatan keuntungan perusahaan, sehingga manajemen (agen) akan melakukan berbagai tindakan untuk memperkecil keuntungan sehingga mengurangi biaya pajak yang mesti dilunasi. Perusahaan bisa mengestimasi profit yang diharapkan dengan menganalisis pertumbuhan penjualan. Tingkat pertumbuhan penjualan menunjukkan berapa banyak penjualan telah meningkat.
Pertumbuhan penjualan yang lebih besar biasanya disertai oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih besar, dan hal ini menunjukan jika pertumbuhan penjualan juga bisa memicu aktivitas penghindaran pajak (Faradisty et al., 2019). Selaras dengan kajian yang dilakukan oleh (Juliana et al., 2020; Khomsiyah et al., 2021; Muthmainah & Hermanto, 2023) yang mengungkapkan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibuat ialah:
H2: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
3. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak
Koneksi politik sangat penting dalam suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dunia bisnis dan perpolitikan berkaitan dengan erat dimana keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan.. Faccio (2006) menyatakan bahwa perusahaan dapat dikategorikan memiliki koneksi politik apabila setidaknya salah satu pimpinan perusahaan, pemegang saham pengendali, atau kerabatnya pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota legislatif, menteri, atau memiliki hubungan erat dengan politisi maupun partai politik. 
Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai ikatan secara politik dan mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah atau politisi. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa, seperti resiko pemeriksaan pajak rendah dan pinjaman modal (R. Anggraeni, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, koneksi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan perusahaan dengan elite politik yang berpotensi memberikan perlindungan politik dan memengaruhi perilaku perusahaan, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan perpajakan.
Berdasarkan agency theory hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui konflik kepentingan antara prinsipal (pemerintah melalui otoritas pajak) dan agen (manajemen perusahaan). Manajemen yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki peluang dan insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan keuntungan perusahaan dan kompensasi pribadi mereka, karena koneksi politik memberikan perlindungan dari risiko audit pajak dan sanksi yang lebih rendah. Dengan adanya hubungan politik yang kuat, manajemen merasa lebih leluasa dalam melakukan perencanaan pajak agresif tanpa khawatir akan pengawasan ketat dari pemerintah, sehingga meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak. Oleh karena itu, koneksi tersebut memperkuat posisi manajemen dalam mengambil keputusan yang menguntungkan mereka dengan memanfaatkan keistimewaan politik yang dimiliki perusahaan.
Kim & Zhang (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat penghindaran pajak yang signifikan dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. Selain itu, Ng & Phie (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih berani melakukan praktik penghindaran pajak karena merasa memiliki kekuatan (power) yang dapat menutupi tindakan tersebut dan mengurangi risiko pemeriksaan pajak oleh otoritas.
 Tjahyadi & Carolina (2024) juga meneliti pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dan menemukan bahwa koneksi politik berperan penting dalam mendorong praktik penghindaran pajak. Mereka menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang kuat memperoleh kemudahan dalam mengelola kewajiban pajak, termasuk kemungkinan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibuat ialah:
H3: Koneksi Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak
Dari pengujian hipotesis diatas, berikut gambar mengenai model penelitian yang dipaparkan:
H1
H3
H2

Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Data diolah (2025)
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[bookmark: _Toc221690156]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
[bookmark: _Toc221690157]Penghindaran Pajak (Y)
Penghindaran Pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang legal untuk memanfaatkan strategi di bidang perpajakan dan tetap memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) dalam penelitian ini menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CETR menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya dan perusahaan relatif lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dyreng dan Hanlon (2019) menegaskan bahwa CETR merupakan proksi yang representatif dan dapat diandalkan untuk mengukur perilaku penghindaran pajak. Rumus yang digunakan sebagai berikut:


[bookmark: _Toc221690158]Umur Perusahaan (X1)
Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan beroperasi dihitung dari tahun perusahaan didirikan hingga tahun penelitian. Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa usia perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan telah membangun sistem keuangan, kontrol internal, strategi bisnis, dan strategi untuk mengatasi kebijakan pajak.  Semakin lama bisnis beroperasi, semakin besar kemungkinan mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan untuk merencanakan pajak secara legal.
Berdasarkan penelitian Noviyanti & Hidayanti (2023), umur perusahaan sendiri diukur dengan menghitung selisih antara tahun penelitian (tahun laporan keuangan) dengan tahun perusahaan didirikan. Umur perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:


[bookmark: _Toc221690159]Pertumbuhan Penjualan (X2)
Pertumbuhan penjualan adalah indicator penting yang menilai kinerja operasional suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa baik manajemen operasional dan strategi pemasaran perusahaan bekerja, dan juga menunjukkan potensi keberlanjutan bisnis dan profitabilitas di masa depan (Wulandari & Maqsudi, 2019).
Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan metode penjualan tahun berjalan dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan sebelumnya. Mempertahankan kapasitas perusahaan dari hari ke hari (Rasyid et al., 2023). Pertumbuhan Penjualan dihitung dengan rumus sebagai berikut:


[bookmark: _Toc221690160]Koneksi Politik (X3)
Koneksi politik didefinisikan sebagai hubungan yang terjalin antara perusahaan dan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam pemerintahan dan politik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh manfaat dalam mengelola kewajiban pajak, termasuk pengurangan risiko pemeriksaan dan sanksi pajak, sehingga perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih agresif dalam praktik penghindaran pajak.
Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila setidaknya salah satu pimpinan perusahaan, pemegang saham pengendali, atau kerabatnya pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota legislatif, menteri, atau memiliki hubungan erat dengan politisi maupun partai politik, sehingga dalam penelitian ini koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy dengan pemberian nilai 1 apabila perusahaan memiliki direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang memenuhi kriteria tersebut dan nilai 0 apabila tidak memiliki koneksi politik, dengan pengukuran yang mengacu pada Faccio (2006) dan Kim & Zhang (2016).
[bookmark: _Toc221690161]Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dengan tahun penelitian mulai dari tahun 2019-2024 dengan jumlah populasi sebanyak 91 perusahaan. Dalam penelitian ini, metode sampling yang diterapkan adalah purposive sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Peneliti menggunakan kriteria-kriteria berikut untuk menentukan sampel yang relevan :
1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2019-2024
2. Perusahaan sektor energi yang tidak delisting selama tahun 2019-2024
3. Perusahaan tidak memiliki data variabel lengkap terkait penelitian dalam laporan keuangan selama tahun penelitian 2019-2024
Berikut adalah proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah disebutkan :
Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel
	Keterangan
	Jumlah

	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2019-2024
	91

	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive sampling) :
	

	1. Perusahaan sektor energi yang tidak delisting selama tahun 2019-2024
	(62)

	2. Perusahaan tidak memiliki data variabel lengkap terkait penelitian dalam lapopran keuangan selama tahun penelitian 2019-2024
	(14)

	Jumlah Sampel
	15

	Total sampel (n x periode penelitian) (15 x 6 Tahun)
	90


Sumber: Data diolah, 2025
[bookmark: _Toc221690162]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang merujuk pada perhitungan angka. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder (secondary data) dengan pertimbangan bahwa data lebih mudah diperoleh, tidak membutuhkan biaya yang besar, data bersifat akurat serta memiliki informasi yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Adapun sumber data keuangan dalam penelitian ini berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
[bookmark: _Toc221690163]Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan infomasi yang kemudian dikelola untuk menjadi solusi sebuah permasalahan dalam sebuah dokumen. Adapun penelitian ini mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan energi periode 2019-2024.
[bookmark: _Toc221690164]Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian ini dibantu dengan perangkat lunak SPSS ver. 25. Adapun analisis dilakukan dengan berbagai tahap pengujian seperti uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
[bookmark: _Toc221690165]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif diterapkan dalam menggambarkan konteks atau sifat suatu masalah dengan menyajikan dan menganalisis data yang melibatkan perhitungan. Pengukuran dalam analisis statistik deskriptif mencakup standar deviasi, rata-rata (mean), nilai maksimum dan nilai minimum (Sugiyono, 2019).
[bookmark: _Toc221690166]Uji Asumsi Klasik
3.5.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui arah distribusi model regresi, variabel pengganggu, atau residual apakah terdistribusi normal sehingga penelitian dapat dilanjutkan (Ghozali, 2018). Pada pengujian hipotesis, uji t dan uji F harus memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Adapun pengujian nilai residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirov atau uji K-S. Pada penelitian ini digunakan exact test Monte Carlo dalam menguji Kolmogorov-Smirov dengan tingkat confidence level sebesar 95%. Adapun menurut Ghozali (2018), ketentuan dalam pengambilan keputusan uji normalitas dengan exact test Monte Carlo adalah sebagai berikut:
1. Data terdistribusi secara normal jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05.
2. Data tidak terdistribusi secara normal jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05.
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas
Ghozali  (2018) menjelaskan uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen dalam model regresi linear berganda. Pengujian ini dilakukan dengan melihat tolerance value dan varian inflation factor (VIF). Berikut dasar penilaian uji multikolinearitas:
1. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 (> 0,1) dan VIF kurang dari 10 (< 10) maka dinyatakan terbebas multikolinearitas
2. Apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 (< 0,1) dan VIF lebih dari 10 (> 10) maka dinyatakan bahwa terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen.
3.5.2.3. Uji Heteroskedastistitas
Pengujian heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji kesamaan varian residual pada model regresi sebuah pengamatan ke pengamatan lainnya. Suatu regresi dikatakan baik apabila memiliki varian yang sama atau disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Terjadinya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat hasil nilai signifikansi koefisien parameter beta setelah diuji secara statistik yang disebut Uji Glejser. Data yang mengalami heteroskedastisitas memiliki koefisien parameter yang signifikan atau dibawah 5% atau 0,05. Sedangkan jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).
3.5.2.4. Uji Auto Korelasi
Untuk menguji terdapat atau tidaknya hubungan antara periode t dengan t-1 pada model regresi linear maka bisa memakai uji autokorelasi. Ketika terdapat hubungan, itu dinamakan masalah autokorelasi. Autokorelasi ini timbul sebab terkadang ada pemantauan berurutan yang berkorelasi. Lakukan uji Durbin-Watson (tes DW) untuk melihat apakah ada autokorelasi. Pada riset ini, uji Durbin-Watson (uji DW) dipakai dalam memverifikasi terapat atau tidaknya tanda autokorelasi. Ketentuan penetapan keputusan, dengan atau tanpa autokorelasi (Ghozali, 2018).
Tabel 3.2 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
	
	Keputusan 
	Jika

	Tidak ada korelasi positif 
	Ditolak 
	0 < d < dl

	Tidak ada korelasi positif 
	No decision 
	dl < d < du

	Tidak ada korelasi negatif 
	Ditolak 
	4 – dl < d < 4

	Tidak ada korelasi negatif 
	No decision 
	4 – du ≤ d ≤ 4 – dl

	Tidak ada korelasi positif atau negatif 
	Tidak ditolak 
	du < d < 4 – du


Sumber: Penelitian terdahulu, 2025
[bookmark: _Toc221690167]Analisis Regresi Linier Berganda
Pegujian dengan persamaan analisis linier berganda dilaku untuk menguji penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. (Ghozali, 2018) menjelaskan bahwa analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen dalam hal ini Tingkat 5% atau 0,05 yang dipilih sebagai nilai signifikansi, dengan model regresi sebagai berikut:


Keterangan:
CETR	: Penghindaran Pajak (tax avoidance)
α	: Konstan
β	: Koefisien Regresi Variabel X
UP	: Umur Perusahaan
SG 	: Pertumbuhan Penjualan
KP	: Koneksi Politik
e 	: Error
[bookmark: _Toc221690168]Uji Kelayakan Model (Uji F)
 Ghozali (2018) memaparkan bahwa uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan layak untuk memprediksi variabel dependen. Uji F menggunakan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
1. Nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti model persamaan penelitian dapat dikatakan layak untuk memprediksi variabel dependen. 
2. Nilai signifikansi > 0,05 berarti model persamaan penelitian tidak dapat dikatakan layak untuk memprediksi variabel dependen.
[bookmark: _Toc221690169]Uji Koefisien Determinasi (R2)
[bookmark: _Hlk207219970]Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel independent (Y) dimana nilai koefisien yaitu antara 0 hingga 1. Adapun nilai koefisien determinasi dinyatakan dengan R square. Ghozali (2018) menjelaskan semakin besar nilai adjusted R2 maka semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam artian berpengaruh secara signifikan. Adapun ketentuan dalam pengujian R2 adalah sebagai berikut: 
1. Jika mendekati 1, maka dikatakan variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik 
2. Jika menjauhi 1, maka dikatakan variabel independent tidak dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik.
[bookmark: _Toc221690170]Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan satu variabel independen dengan variabel dependen secara individual. Penarikan hasil uji dilakukan dengan melihat signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan perangkat lunak SPSS yang dimana tingkat signifikan sebesar 5%. Beberapa ketentuan pada analisis uji parsial adalah sebagai berikut menurut (Ghozali, 2018) :
1. Nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap dependen.
2. Nilai signifikansi > 0,05 berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap dependen.
Adapun ketentuan untuk menentukan arah pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah dengan melihat koefisien regresi (β) dari persamaan yang terbentuk (Ghozali, 2018). Adanya nilai koefisien regresi yang semakin tinggi (ke arah positif) berarti semakin besar perubahan yang disebabkan oleh variabel independen pada variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresi semakin kecil (ke arah negatif), maka semakin kecil pula perubahan yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Dalam penelitian ini, variabel dependen dihitung dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih besar begitupun sebaliknya, sehingga koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa variabel independen meningkatkan penghindaran pajak, sedangkan koefisien regresi positif menunjukkan bahwa variabel independen mengurangi penghindaran pajak.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc221690172]Deskripsi Objek Penelitian
Berdasarkan hasil purposive sampling terhadap 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024 maka didapatkan sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan sebagai berikut:
Tabel 4.1. Daftar Sampel Penelitian
	No
	Perusahaan
	Kode Perusahaan 

	1
	Alamtri Resources Indonesia Tbk.
	ADRO

	2
	AKR Corporindo Tbk.
	AKRA

	3
	Bayan Resources Tbk.
	BYAN

	4
	Elnusa Tbk.
	ELSA

	5
	Perusahaan Gas Negara Tbk.
	ENRG

	6
	Bukit Asam Tbk.
	PTBA

	7
	Petrosea Tbk.
	PTRO

	8
	Sillo Maritime Perdana Tbk.
	SHIP

	9
	Golden Energy Mines Tbk
	GEMS

	10
	Harum Energy Tbk
	HRUM

	11
	Indo Tambangraya Megah Tbk
	ITMG

	12
	Samindo Resources Tbk
	MYOH

	13
	IMC Pelita Logistik Tbk
	PSSI

	14
	Tbs Energi Utama Tbk
	TEBE

	15
	Trans Power Marine Tbk
	TPMA


Sumber: Data diolah, 2025
Dari 15 Perusahaan pada tabel 4.1. diatas didapatkan jumlah data sebanyak 90 data (15 x 6 tahun). Namun, pada saat dilakukan uji asumsi klasik diketahui bahwa data yang digunakan memiliki beberapa data dengan nilai ektrem yang membuat hasil uji asumsi klasik tidak normal. Oleh karena itu digunakanlah metode outlier data yang dimana bertujuan untuk mengeliminasi data yang bernilai ekstrem. Menurut Field (2005) apabila dalam penelitian terdapat data ekstrem, maka hanya data tersebutlah yang dikeluarkan. Metode yang digunakan dalam outlier adalah casewise diagnostic yang memperoleh 6 data dengan nilai yang ekstrem sehingga jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 84 data dan ketika dilakukan pengujian ulang pada uji asumsi klasik jumlah nilai yang dihasilkan dinyatakan normal.
Tabel 4.2. Data Penelitian Setelah Outlier
	Keterangan
	Jumlah

	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2019-2024
	91

	Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive sampling) :
	

	1. Perusahaan sektor energi yang tidak delisting selama tahun 2019-2024
	(62)

	2. Perusahaan tidak memiliki data variabel lengkap terkait penelitian dalam lapopran keuangan selama tahun penelitian 2019-2024
	(14)

	Jumlah Sampel
	15

	Total sampel (n x periode penelitian) (15 x 6 Tahun)
	90

	Jumlah data ekstrem
	(6)

	Jumlah data setelah dikurangi data ekstrem (Outlier)
	84


[bookmark: _Toc221690173]Sumber: Data diolah, 2025
Hasil Penelitian
[bookmark: _Toc221690174]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum objek penelitian dan menyajikan ringkasan data melalui perhitungan nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Penelitian ini melibatkan 84 data amatan yang telah melalui proses outlier dan dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling.
Tabel 4.3. Analisis Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Umur Perusahaan
	84
	11.000
	64.000
	29.300
	14.610

	Pertumbuhan Penjualan
	84
	33.000
	207.000
	113.550
	34.860

	Koneksi Politik
	84
	0.000
	1.000
	0.524
	0.500

	Penghindaran Pajak
	84
	0.000
	103.000
	34.630
	24.790

	Valid N (listwise)
	84
	
	
	
	


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025

Deskripsi atas analisis statistik deskriptif diatas dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel X1 (Umur perusahaan), nilai rata-rata sebesar 29,300 menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel memiliki umur sekitar 29 tahun. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan umur perusahaan yang paling muda dan paling tua. Dalam sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa perusahaan dengan umur paling muda adalah perusahaan Tbs Energy Utama Tbk dengan umur 11 tahun dan paling tua adalah perusahaan AKR Corporindo Tbk dengan umur 64 tahun. Pada bagian standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data umur perusahaan yang relatif cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel terdiri dari perusahaan dengan variasi umur yang signifikan.
2. Variabel X2 (Pertumbuhan Penjualan), nilai rata-rata sebesar 113,550 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan yang menjadi sampel berada disekitar 113.55%. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan penjualan terendah dan tertinggi perusahaan. Penjualan terendah adalah 33% dan paling tinggi adalah 207%. Pada bagian standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data pertumbuhan penjualan perusahaan yang relatif besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel terdiri dari perusahaan dengan variasi pertumbuhan penjualan yang luas diantara perusahaan-perusahaan yang diteliti.
3. Variabel X3 (Koneksi Politik), karena variabel ini bersifat dummy maka cara membacanya adalah dari 84 data yang dianalisis, sebanyak 52% dari total observasi data memiliki nilai 1 sedangkan sisanya 48% tidak memiliki koneksi politik sama sekali alias 0. Standar deviasi yang mendekati 0.5 ini sudah umum untuk variabel dummy dan menunjukkan adanya distribusi yang hampir seimbang antara perusahaan yang terkoneksi dan yang tidak terkoneksi secara politik
4. Variabel Y (Penghindaran Pajak), nilai rata-rata sebesar 34,630 menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sampel berada di angka 34.63%. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Nilai maksimum 103.00 menunjukkan adanya indikasi dimana penghindaran pajak sangat tinggi yaitu diangka 103%. Pada bagian standar deviasi menunjukkan adanya heterogenitas (keragaman) yang signiifikan dalam praktik penghindaran pajak di antara perusahaan-perusahaan sampel.
[bookmark: _Toc221690175]Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 25, diperoleh hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut:
Tabel 4.4. Uji Normalitas K-S
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	84

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.000

	
	Std. Deviation
	22.305

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.097

	
	Positive
	.097

	
	Negative
	-.065

	Test Statistic
	.097

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.050c

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)
	Sig.
	.389d

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.377

	
	
	Upper Bound
	.402


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025
Hasil uji normalitas pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan berdistribusi secara normal. Tabel 4.4. menunjukkan dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,50 atau monte-carlo sebesar 0,389 yang berarti lebih besar/diatas dari nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05 sehingga data akan dikatakan normal jika nilai dari uji normalitasnya berada diatas nilai alpha.
Uji Multikolinearitas
[bookmark: _Hlk223447507]Dalam Sujarweni & Utami (2019) uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada variabel independent yang memiliki kemiripan antar variabel independent dalam suatu model. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5. Uji Multikolinieritas
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Umur Perusahaan
	.731
	1.368

	
	Pertumbuhan Penjualan
	.999
	1.001

	
	Koneksi Politik
	.731
	1.368


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025

Dalam uji multikolinieritas, sebuah data dikatakan normal apabila nilai VIF nya tidak lebih daripada 10,00. Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.5. dapat diketahui bahwa data yang akan diteliti tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10,00. Selain melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), uji multikolinieritas juga dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance. Nilai tolerance berfungsi untuk mengukur tingkat variabilitas variabel independen yang tidak terpapar oleh variabel independen lainnya dalam model regresi. Syarat sebuah model dikatakan bebas dari gejala multikolinieritas adalah jika nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,10. Tabel 4.5. memperlihatkan bahwa dari ketiga variabel yang diujikan, ketiganya memiliki nilai diatas 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas antar variabel independen dalam model penelitian ini. 
Uji Heterokedatisitas
[image: ]Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji heterokedesitas:








Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot
Sumber: Data diolah dengan SPSS 2023
Uji heterokedastisitas diterima apabila titik pada diagram scatterplot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Pada gambar 4.1. hasil uji heterokedesitas dapat dilihat bahwa data tersebar jauh dan tidak ada titik-titik yang membentuk pola tertentu. Maka dengan demikian data tidak terjadi heterokedesitas sehingga model regresi layak untuk digunakan.
Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2018) dalam uji autokorelasi kesimpulan diambil berdasarkan asumsi perhitungan Durbin-Watson sebagai berikut:
1. apabila d < dL atau d > 4-dL maka hipotesis nol ditolak, yang artinya terdapat autokorelasi 
2. apabila dU < d < 4-dU maka hipotesis nol diterima, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. 
3. namun apabila dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL artinya tidak ada kesimpulan dalam data penelitian ini.
Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut :
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi
	Model
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.160
	22.719
	1.428


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025
Berdasarkan tabel 4.6. dapat dilihat bahwa nilai DW dari persamaan regresi yang terbentuk adalah sebesar 1.428. Jika dilihat dari nilai tabel durbin-watson, nilai tabel dL = 1.5723 dan dU = 1.7199 sehingga nilai 4-dU= 4-1.7199 = 2.2801. Dengan demikian data yang dimiliki tidak dapat disimpulkan dikarenakan d < dU yaitu 1.428 < 1.7199. 
Mengingat hasil uji DW yang berada pada daerah yang tidak meyakinkan ini, perlu dilakukan analisis lanjutan untuk memastikan validitas model dan mencegah potensi bias dalam estimasi standard error. Cara yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian ini dan menanggulangi potensi masalah autokorelasi dalam model, diputuskan untuk menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Metode ini akan mentransformasikan data (melalui estimasi koefisien autokorelasi) sehingga mengeliminasi autokorelasi dalam residual dan menghasilkan model regresi yang lebih robust serta kesimpulan statistik yang valid dan terpercaya sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:


Tabel 4.7. Analisis Durbin-Watson (setelah melalui metode Cochrane-Orcutt)
	Model
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	21.484
	1.980


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa nilai DW naik setelah melalui metode Cochrane-Orcutt dari yang sebelumnya 1,428 menjadi 1,980. Sehinga dapat disimpulkan bahwa dU < d < 4-dU atau 1,7199 < 1,980 < 2,2801 yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.
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Koefisien determinasi (Adjust R-Square) dilakukan dengan cara menghitung proporsi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen  dengan menggunakan uji koefisien determinasi R-square. Nilai R-square yan dimodifikasi berkisar dari 0 hingga 1. Faktor independen dapat dengan jelas menjelaskan variabel dependen jika nilai R-square yang diteliti mendekati satu. Adapun nilai koefisien determinasi (R-Square) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.391a
	.153
	.121
	21.500


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025

Dari tabel 4.8. diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,153 maka interpretasinya adalah lemah. Kemudian adjusted R square yaitu sebesar 0.121 atau sama dengan 12.1%, hal ini berarti bahwa variabel umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik memiliki persentase 12,1% terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sisanya sejumlah 87,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar model penelitian ini. Nilai Std. Error of the Estimate (SEE) sebesar 21.500 mengartikan bahwa dimana semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.
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Pengujian kelayakan model (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian statistik. Pengujian ini mensyaratkan nilai signifikansi kurang dari nol koma nol lima (0,05). Adapun hasil uji kelayakan model adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9. Hasil uji F
	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.973
	3
	.324
	6.281
	.001b

	
	Residual
	4.129
	80
	.052
	
	

	
	Total
	5.102
	83
	
	
	


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025
Berdasarkan output pada tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi Variabel Umur Perusahaan (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2) dan Koneksi Politik (X3) adalah sebesar 0.004 < 0.05 yang berarti model regresi dalam penelitian ini layak digunakan.
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Hasil perhitungan regresi yang diolah menggunakan SPSS disajikan dalam Tabel 4.10. :
Tabel 4.10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.580
	.099
	
	5.871
	.000

	
	UP
	.004
	.002
	.242
	2.083
	.040

	
	PP
	-.277
	.071
	-.390
	-3.902
	.000

	
	KP
	-.074
	.056
	.153
	-1.320
	.190


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025
Setelah mendapatkan hasil regresi pada tabel 4.10. maka nilai regresi linier berganda dapat dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:
Y= 0,580 + 0,004 UP - 0,277 PP - 0,074 KP
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, interpretasi koefisien masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
1. UP (Umur Perusahaan): Koefisien sebesar 0.004 berarti bahwa setiap kenaikan satu unit Umur Perusahaan (UP), maka tingkat Penghindaran Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.004, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 
2. PP (Pertumbuhan Penjualan): Koefisien sebesar -0.277 berarti bahwa setiap kenaikan satu unit Pertumbuhan Penjualan (PP), maka tingkat Penghindaran Pajak (Y) akan menurun sebesar 0.277, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. KP (Koneksi Politik): Koefisien sebesar -0,074 berarti bahwa setiap kenaikan satu unit Koneksi Politik (KP), maka tingkat Penghindaran Pajak (Y) akan menurun sebesar 0,074, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
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Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut :
Tabel 4.11. Hasil analisis uji t
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.580
	.099
	
	5.871
	.000

	
	UP
	.004
	.002
	.242
	2.083
	.040

	
	PP
	-.277
	.071
	-.390
	-3.902
	.000

	
	KP
	-.074
	.056
	.153
	-1.320
	.190


Sumber: Data diolah dengan SPSS 2025
Tabel 4.11. menunjukan bahwa nilai signifikansi umur perusahaan sebesar 0.040 yang menandakan bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansinya dibawah dari 0.05. Nilai koefisien sebesar 0.004 bernilai positif menandakan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai CETR.
Mengingat bahwa CETR merupakan proxy penghindaran pajak di mana semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (begitu pula sebaliknya), maka hasil ini secara substansi menunjukkan bahwa X1 berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menandakan bahwa H1 ditolak karena tidak sejalan dengan hipotesis awal yaitu umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Nilai signifikansi pertumbuhan penjualan sebesar 0,000 yang menandakan bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05. Nilai koefisiennya bernilai negatif yaitu sebesar -0,277 menandakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai CETR.
Mengingat bahwa CETR merupakan proxy penghindaran pajak di mana semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (begitu pula sebaliknya), maka hasil ini secara substansi menunjukkan bahwa X2 berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menandakan bahwa H2 diterima karena sejalan dengan hipotesis sebelumnya yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Terakhir, nilai signifikansi koneksi politik sebesar 0,190 yang menandakan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien sebesar -0.074 bernilai negatif menandakan bahwa koneksi memiliki pengaruh negatif terhadap nilai CETR. 
Mengingat bahwa CETR merupakan proxy penghindaran pajak di mana semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (begitu pula sebaliknya), maka hasil ini secara substansi menunjukkan bahwa X3 berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menandakan bahwa H3 ditolak karena tidak sesuai dengan hipotesis yaitu koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
[bookmark: _Toc221690180]Pembahasan 
[bookmark: _Toc221690181]Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Umur Perusahaan (UP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi 0,040 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Umur Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR). Namun, mengingat CETR merupakan proxy penghindaran pajak yang memiliki hubungan berbanding terbalik, maka arah positif pada CETR mengindikasikan bahwa semakin tua umur perusahaan, maka tingkat penghindaran pajaknya justru semakin rendah (berpengaruh negatif). Dengan demikian, temuan ini tidak sejalan (H1 ditolak) dengan hipotesis awal yang mengasumsikan adanya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Secara teoritis, perusahaan yang lebih tua atau sudah lama berdiri (established) seringkali diasumsikan memiliki akumulasi pengalaman dan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga ahli perpajakan yang lebih terampil, modal yang lebih besar, dan struktur organisasi yang lebih kompleks. Akibatnya, perusahaan yang telah lama berdiri cenderung lebih patuh dan menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat membahayakan reputasi dan keberlanjutan perusahaan. 
Bersadarkan riset-riset sebelumnya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh V. R Putri & Putra (2017) serta Gracia et al. (2025) yang menyatakan bahwa umur perusahaan perpengaruh positif terhadap tax avoidance, yang menjelaskan semakin lama perusahaan berdiri maka semakin tinggi peluang terjadinya penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih matang memiliki sistem tata kelola yang lebih baik serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif sehingga perusahaan yang lebih lama beroperasi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan dan lebih cenderung menghindari praktik penghindaran pajak.
[bookmark: _Toc221690182]Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan (PP) memiliki koefisien regresi sebesar -0,277 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR). Namun, mengingat CETR merupakan proxy penghindaran pajak yang memiliki hubungan berbanding terbalik, maka arah negatif pada CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, maka tingkat penghindaran pajaknya juga semakin tinggi (berpengaruh positif). Dengan demikian, temuan ini sejalan (H2 diterima) dengan hipotesis awal yang mengasumsikan adanya pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Merujuk pada teori agensi hasil uji hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan volume penjualan yang dialami perusahaan berkaitan dengan penurunan CETR. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan membayar pajak relatif lebih rendah dibandingkan laba yang diperoleh, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang pesat mengalami peningkatan laba yang berdampak pada meningkatnya beban pajak. Hal tersebut memungkinkan perusahaan memiliki motif untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba bersih dan mendanai ekspansi lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan jelas adanya pertimbangan strategis di mana sebuah perusahaan cenderung mencoba mencari cara menghemat pajak dari pertumbuhan penjualan yang cepat.  
Temuan pada penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri et al., (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradisty et al. (2019) yang selaras dengan kajian yang dilakukan oleh (Juliana et al., 2020; Khomsiyah et al., 2021; Muthmainah & Hermanto, 2023) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki prospek bisnis yang baik, namun kenaikan laba tersebut berimplikasi pada biaya pajak yang semakin besar, sehingga perusahaan memanfaatkan strategi penghindaran pajak agar efisiensi beban tetap terjaga dan kapasitas operasi perusahaan dapat terus ditingkatkan. Temuan ini konsisten dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor penentu yang memicu agresivitas kebijakan perpajakan perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas dan keuntungan.
[bookmark: _Toc221690183]Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koneksi politik (KP) memiliki koefisien regresi sebesar -0,074 dengan tingkat signifikansi 0,190 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR). Namun, mengingat CETR merupakan proxy penghindaran pajak yang memiliki hubungan berbanding terbalik, maka arah negatif pada CETR mengindikasikan bahwa semakin erat koneksi politik pada suatu perusahaan, maka tingkat penghindaran pajaknya juga semakin rendah (berpengaruh positif) tetapi tidak signifikan. Dengan demikian, temuan ini tidak sejalan (H3 ditolak) dengan hipotesis awal yang mengasumsikan adanya pengaruh positif  dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Secara umum, beberapa literatur sering berasumsi bahwa perusahaan dengan koneksi politik dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperoleh privilege dari pemerintah, seperti akses ke informasi perpajakan yang lebih baik, kemudahan dalam negosiasi, atau bahkan kekebalan terhadap pengawasan ketat, yang pada akhirnya memfasilitasi tax avoidance yang lebih agresif. Namun, hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa koneksi politik tidak dapat membuktikan peningkatan ataupun penurunan tingkat penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi politik tidak secara langsung mempengaruhi perilaku manajemen dalam kebijakan perpajakan di perusahaan.
Temuan pada penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim & Zhang (2016) dan  Ng & Phie (2020) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh keuntungan tertentu sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Namun, hasil  penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, A. & Sastrodiharjo, 2022) yang menjelaskan bahwa alasan mengapa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan dengan adanya koneksi politik didalam perusahaan menandakan bahwa sebenarnya seseorang yang memiliki koneksi politik juga memiliki tujuan untuk mengabdi terhadap negara dan memajukan negara sehingga lebih cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak.
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KESIMPULAN
[bookmark: _Toc221690185]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: 
1. Umur Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki sistem tata kelola dan kepatuhan yang lebih baik serta mempertimbangkan risiko reputasi, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan strategi perpajakan.
2. Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
3. Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan memiliki hubungan politik, itu tidak secara signifikan memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Dengan kata lain, meskipun perusahaan memiliki hubungan politik, akan tetapi tidak serta-merta meningkatkan praktik penghindaran pajak selama periode penelitian ini.
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Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi investor dan calon investor pada perusahaan sektor energi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan analisis risiko perpajakan sebelum mengambil keputusan investasi. Mengingat pertumbuhan penjualan terbukti meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak, investor perlu lebih cermat dalam memperhatikan kualitas laba perusahaan yang bertumbuh pesat, karena agresivitas pajak yang tinggi dapat menimbulkan risiko regulasi atau sanksi perpajakan di masa depan. Selain itu, investor disarankan untuk lebih memprioritaskan perusahaan yang memiliki umur perusahaan lebih lama (mapan), karena perusahaan yang telah lama berdiri cenderung menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik dan praktik manajemen yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang baru berkembang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian atau menambah variabel independen lain yang lebih relevan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak, mengingat variabel koneksi politik dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh signifikan. Peneliti berikutnya dapat mencoba menggunakan proksi koneksi politik yang lebih spesifik atau menambahkan variabel moderasi seperti kualitas audit dan kompensasi eksekutif yang mungkin memitigasi pengaruh tersebut. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan atau membandingkan sektor energi dengan sektor lainnya guna melihat apakah dinamika operasional yang berbeda memberikan hasil yang lebih komprehensif terhadap fenomena penghindaran pajak di Indonesia.
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	No
	Perusahaan
	Kode Perusahaan 

	1
	Alamtri Resources Indonesia Tbk.
	ADRO

	2
	AKR Corporindo Tbk.
	AKRA

	3
	Bayan Resources Tbk.
	BYAN

	4
	Elnusa Tbk.
	ELSA

	5
	Perusahaan Gas Negara Tbk.
	ENRG

	6
	Bukit Asam Tbk.
	PTBA

	7
	Petrosea Tbk.
	PTRO

	8
	Sillo Maritime Perdana Tbk.
	SHIP

	9
	Golden Energy Mines Tbk
	GEMS

	10
	Harum Energy Tbk
	HRUM

	11
	Indo Tambangraya Megah Tbk
	ITMG

	12
	Samindo Resources Tbk
	MYOH

	13
	IMC Pelita Logistik Tbk
	PSSI

	14
	Tbs Energi Utama Tbk
	TEBE

	15
	Trans Power Marine Tbk
	TPMA
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	Nama Perusahaan
	Tahun
	Umur Perusahaan
	Petumbuhan Penjualan
	Koneksi Politik
	Agresivitas Pajak

	ADRO
	2019
	15
	-0.04
	1
	0.47

	
	2020
	16
	0.74
	1
	0.81

	
	2021
	17
	1.59
	1
	0.20

	
	2022
	18
	2.24
	1
	0.19

	
	2023
	19
	0.79
	1
	0.67

	
	2024
	20
	0.33
	1
	0.55

	AKRA
	2019
	59
	0.92
	1
	1.03

	
	2020
	60
	0.82
	1
	0.53

	
	2021
	61
	1.45
	1
	1.88

	
	2022
	62
	1.85
	1
	0.58

	
	2023
	63
	0.89
	1
	0.55

	
	2024
	64
	0.92
	1
	0.87

	BYAN
	2019
	15
	0.92
	1
	0.68

	
	2020
	16
	1.24
	1
	0.14

	
	2021
	17
	2.07
	1
	0.07

	
	2022
	18
	1.82
	1
	0.20

	
	2023
	19
	0.75
	1
	0.52

	
	2024
	20
	1.01
	1
	0.35


Bersambung ke halaman berikutnya


Lampiran 2 Sambungan
	ELSA
	2019
	50
	1.27
	1
	0.47

	
	2020
	51
	0.92
	1
	0.52

	
	2021
	52
	1.05
	1
	0.04

	
	2022
	53
	1.51
	1
	0.10

	
	2023
	54
	1.02
	1
	0.04

	
	2024
	55
	1.07
	1
	0.02

	ENRG
	2019
	18
	1.22
	1
	0.52

	
	2020
	19
	0.99
	1
	0.57

	
	2021
	20
	1.26
	1
	0.81

	
	2022
	21
	1.23
	1
	0.47

	
	2023
	22
	0.91
	1
	0.42

	
	2024
	23
	1.16
	1
	0.34

	PTBA
	2019
	38
	1.03
	1
	0.28

	
	2020
	39
	0.80
	1
	0.22

	
	2021
	40
	1.69
	1
	0.13

	
	2022
	41
	1.46
	1
	0.26

	
	2023
	42
	0.90
	1
	0.31

	
	2024
	42
	1.11
	1
	0.22
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	PTRO
	2019
	47
	1.02
	1
	0.32

	
	2020
	48
	0.73
	1
	0.42

	
	2021
	49
	1.23
	1
	0.16

	
	2022
	50
	1.26
	1
	0.37

	
	2023
	51
	1.19
	1
	0.98

	
	2024
	52
	1.25
	1
	2.52

	SHIP
	2019
	30
	1.34
	1
	0.19

	
	2020
	31
	0.96
	1
	0.15

	
	2021
	32
	1.20
	1
	0.18

	
	2022
	33
	1.46
	1
	0.11

	
	2023
	34
	1.19
	1
	0.18

	
	2024
	35
	1.19
	1
	0.21

	GEMS
	2019
	22
	1.06
	0
	0.42

	
	2020
	23
	0.97
	0
	0.17

	
	2021
	24
	1.51
	0
	0.11

	
	2022
	25
	2.03
	0
	0.00

	
	2023
	26
	0.97
	0
	0.00

	
	2024
	27
	0.98
	0
	0.37
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	HRUM
	2019
	24
	0.78
	0
	0.57

	
	2020
	25
	0.61
	0
	0.06

	
	2021
	26
	2.15
	0
	0.07

	
	2022
	27
	2.97
	0
	0.06

	
	2023
	28
	1.00
	0
	0.53

	
	2024
	29
	1.47
	0
	0.76

	ITMG
	2019
	32
	0.85
	0
	0.62

	
	2020
	33
	0.70
	0
	1.02

	
	2021
	34
	1.77
	0
	0.11

	
	2022
	35
	1.93
	0
	0.14

	
	2023
	36
	0.64
	0
	0.62

	
	2024
	37
	1.02
	0
	0.50

	MYOH
	2019
	19
	1.06
	0
	0.39

	
	2020
	20
	0.69
	0
	0.23

	
	2021
	21
	0.94
	0
	0.20

	
	2022
	22
	0.97
	0
	0.40

	
	2023
	23
	0.93
	0
	0.21

	
	2024
	24
	1.40
	0
	0.32
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	PSSI
	2019
	12
	1.19
	0
	0.25

	
	2020
	13
	0.92
	0
	0.24

	
	2021
	14
	1.61
	0
	0.06

	
	2022
	15
	1.21
	0
	0.08

	
	2023
	16
	0.84
	0
	0.10

	
	2024
	17
	0.83
	0
	0.29

	TEBE
	2019
	11
	1.29
	0
	0.28

	
	2020
	12
	0.87
	0
	0.15

	
	2021
	13
	1.39
	0
	0.10

	
	2022
	14
	1.69
	0
	0.18

	
	2023
	15
	0.81
	0
	0.46

	
	2024
	16
	0.90
	0
	0.39

	TPMA
	2019
	14
	1.09
	0
	0.25

	
	2020
	15
	0.85
	0
	0.78

	
	2021
	16
	1.07
	0
	0.39

	
	2022
	17
	1.65
	0
	0.27

	
	2023
	18
	1.74
	0
	0.10

	
	2024
	19
	1.12
	0
	0.21
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1. Analisis Statistik Deskriptif Sebelum Outlier
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Umur Perusahaan
	90
	11.000
	64.000
	29.555
	14.834

	Pertumbuhan Penjualan
	90
	-.040
	2.970
	1.171
	.438

	Koneksi Politik
	90
	.000
	1.000
	.533
	.501

	Penghindaran Pajak
	90
	.000
	2.520
	.380
	.371

	Valid N (listwise)
	90
	
	
	
	



2. Analisis Statistik Deskriptif Sesudah Outlier
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Umur Perusahaan
	84
	11.000
	64.000
	29.300
	14.610

	Pertumbuhan Penjualan
	84
	33.000
	207.000
	113.550
	34.860

	Koneksi Politik
	84
	0.000
	1.000
	0.524
	0.500

	Penghindaran Pajak
	84
	0.000
	103.000
	34.630
	24.790

	Valid N (listwise)
	84
	
	
	
	



3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


	
	Unstandardized Residual

	N
	84

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.000

	
	Std. Deviation
	22.305

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.097

	
	Positive
	.097

	
	Negative
	-.065

	Test Statistic
	.097

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.050c

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)
	Sig.
	.389d

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.377

	
	
	Upper Bound
	.402



b. Multikolinieritas
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Umur Perusahaan
	.731
	1.368

	
	Pertumbuhan Penjualan
	.999
	1.001

	
	Koneksi Politik
	.731
	1.368



c. Heterokedastisitas
[image: ]





d. Autokorelasi Sebelum Cochrane-Orcutt
	Model
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.160
	22.719
	1.428


e. Autokorelasi Sesudah Cochrane-Orcutt
	Model
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.121
	21.484
	1.980



3. Uji koefisien determinasi (R-Square)
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.391a
	.153
	.121
	21.500



4. Hasil Uji F
	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.973
	3
	.324
	6.281
	.001b

	
	Residual
	4.129
	80
	.052
	
	

	
	Total
	5.102
	83
	
	
	



5. Hasil analisis regresi berganda
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.580
	.099
	
	5.871
	.000

	
	UP
	.004
	.002
	.242
	2.083
	.040

	
	PP
	-.277
	.071
	-.390
	-3.902
	.000

	
	KP
	-.074
	.056
	.153
	-1.320
	.190
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